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ABSTRACT 

 

This study aims to determine the Effect of Regional Financial Management 

Supervision on Regional Government Performance, the Effect of Regional 

Financial Management Accountability on Regional Government Performance and 

Transparency of Regional Financial Management on Regional Government 

Performance, as well as the Effect of Regional Financial Management 

Supervision, Regional Financial Management Accountability and Transparency 

of Regional Financial Management simultaneously on Local Government 

Performance. 

This research was conducted on OPD in Solok City, namely Twenty-eight 

(28) OPD. The data used are primary data, the sample technique used is a 

saturated sample by distributing questionnaires. The sample in this study is the 

entire population, namely the Head of the OPD and the Head of the Program & 

Finance Subdivision of each OPD in the city of Solok. 

The results showed that Regional Financial Management Supervision and 

Regional Financial Management Transparency had a significant effect on 

Regional Government Performance, while Regional Financial Management 

Accountability had no effect on Regional Government Performance, then 

Regional Financial Management Supervision, Regional Financial Management 

Accountability and Regional Financial Management Transparency had a 

simultaneous effect to Local Government Performance. 

 

Keywords: Supervision, Accountability, Transparency, Local Government 

Performance 
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ABSTRAK 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengaruh Pengawasan 

Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah, Pengaruh 

Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah terhadap Kinerja Pemerintah Daerah 

dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah terhadap Kinerja Pemerintah 

Daerah serta Pengaruh Pengawasan Pengelolaan Keuangan Daerah, Akuntabilitas 

Pengelolaan Keuangan Daerah dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah 

secara simultan terhadap Kinerja Pemerintah Daerah. 

Penelitian ini dilakukan pada OPD di Kota Solok yaitu Dua puluh delapan 

(28) OPD. Data yang digunakan adalah data primer, teknik sampel yang 

digunakan adalah sampel jenuh dengan cara menyebar kuesioner. Sampel dalam 

penelitian ini adalah keseluruhan populasi yaitu Kepala OPD dan Kasubbag 

Program & Keuangan dari setiap OPD di Kota solok. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pengawasan Pengelolaan Keuangan  

daerah dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah berpengaruh secara 

signifikan terhadap Kinerja Pemerintah Daerah, sedangkan Akuntabilitas 

Pengelolaan Keuangan Daerah tidak berpengaruh terhadap Kinerja Pemerintah 

Daerah, kemudian Pengawasan Pengelolaan Keuangan Daerah, Akuntabilitas 

Pengelolaan Keuangan Daerah dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah 

berpengaruh secara simultan terhadap Kinerja Pemerintah Daerah. 

 

Kata Kunci: Pengawasan, Akuntabilitas, Transparansi, Kinerja Pemerintah Daerah 
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BAB I 

PENDAHULUAN   

1.1. Latar Belakang Masalah 

Indonesia merupakan Negara berkembang yang sedang melakukan 

pembangunan di segala bidang. Perkembangan organisasi sektor publik yang 

semakin pesat menuntut pemerintah agar melakukan kinerja yang baik dalam 

melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya. Menurut UU No. 32 Tahun 2004 

tentang pemerintahan daerah berdasarkan pasal 1 ayat 6 dinyatakan bahwa 

daerah otonomi adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk 

mengatur dan mengurus sendiri pemerintah dan kepentingan masyarakat 

sesuai dengan perundang-undangan artinya pemerintah daerah sebagai daerah 

otonom memiliki hak untuk menyelenggarakan sendiri urusan pemerintahan 

yang menjadi kewenangannya. Kinerja pemerintah dikatakan baik dapat 

dilihat dari pencapaian hasil yang dilaksanakan secara nyata dan maksimal. 

Kinerja yang telah dilaksanakan dengan tingkat pencapaian hasil 

tertentu, harus sesuai dengan visi dan misi organisasi yang telah ditetapkan 

sebagai landasan dalam pelaksanaan tugas yang harus 

dipertanggungjawabkan (Widajatun dan Kristiastuti, 2020). Untuk 

mengetahui tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program berhasil 

atau tidaknya diperlukan pengukuran kinerja sebagai alat ukur. Pengukuran 

kinerja membantu pejabat pemerintah daerah dalam menentukan tingkat 

pencapaian tujuan.  

Sebagai organisasi sektor publik, pemerintah dituntut untuk 

melaksanakan kinerja yang baik dalam menjalankan tugas dan 
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tanggungjawabnya. Pemerintah dikatakan mempunyai kinerja baik apabila 

pemerintah tersebut mampu mengelola pemerintahan sehingga dapat 

memberikan kesejahteraan kepada masyarakatnya secara keseluruhan. Harus 

diakui selama ini aparatur pemerintah dalam tugasnya belum secara optimal 

memperlihatkan citra dan kinerja yang diharapkan berdasarkan prinsip 

penyelenggaraan negara dan pemerintahan yang baik, bersih dan bertanggung 

jawab. Masalah yang dapat dirasakan oleh masyarakat yaitu dilihat dari 

pelayanan yang lamban maupun penyelesaian pembangunan yang tidak tepat 

waktu. Sehingga penilaian dari masyarakat terhadap kinerja aparatur 

pemerintahan dinilai sangat rendah. Ini dikarenakan kinerja aparatur 

pemerintah melenceng dari peraturan-peraturan setiap dinas sehingga 

masyarakat menuntut agar kinerja pemerintahan yang lebih baik. Tuntutan 

akan kinerja pemerintah yang baik ini terjadi hampir disemua pemerintahan 

seiring dengan diterapkannya otonomi daerah dan penetapan perundang-

undangan terkait dengan pengelolaan pemerintah termasuk di pemerintahan 

daerah Kota Solok. 

Kinerja instansi pemerintah berkaitan erat dengan pengawasan, 

akuntabilitas dan transparansi. Memantapkan mekanisme akuntabilitas 

diperlukan manajemen kinerja yang baik. Penerapan berbagai aturan 

perundang-undangan yang ada terkait dengan penerapan konsep akuntabilitas 

dan transparansi dalam pengelolaan keuangan diharapkan dapat mewujudkan 

pengelolaan keuangan pemerintah yang baik. Implementasi akuntabilitas dan 

transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah ini diharapkan mampu 

meningkatkan kinerja pemerintah daerah. 
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Pengawasan terhadap pengelolaan keuangan daerah sangat penting 

dilakukan, karena pengawasan merupakan suatu usaha untuk menjamin 

adanya keserasian antara penyelenggaraan tugas pemerintah di daerah (pusat) 

dan menjamin kelancaran penyelenggaraan pemerintah secara berdaya guna 

(Jitmau et al., 2017). Pengawasan merupakan hal yang sangat penting dalam 

setiap pekerjaan, sebab dengan adanya pengawasan yang baik maka sesuatu 

pekerjaan akan dapat berjalan lancar dan dapat menghasilkan suatu hasil kerja 

yang optimal. Semakin lancar kerja dan disertai pengawasan yang baik maka 

pekerjaan itu akan berhasil dengan baik. Adanya pengawasan yang baik akan 

mendorong pegawai lebih giat dalam bekerja dan menghasilkan kerja yang 

baik pula terlebih apabila menyelesaikan pekerjaannya dengan semangat yang 

baik. 

Pengawasan pada dasarnya diarahkan sepenuhnya untuk menghindari 

adanya kemungkinan penyelewengan atau penyimpangan atas tujuan yang 

akan dicapai. Bila ternyata ditemukan adanya penyimpangan atau hambatan 

itu diharapkan dapat dikenali, agar dapat pula segera diambil tindakan 

koreksi, melalui tindakan koreksi ini, maka pelaksanaan kegiatan yang 

bersangkutan diharapkan masih dapat mencapai tujuan secara maksimal. 

Melalui pengawasan, diharapkan dapat membantu melaksanakan kebijakan 

yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan secara 

efektif dan efisien. Pengawasan keuangan daerah merupakan proses kegiatan 

yang ditunjukan untuk menjamin agar pemerintah daerah berjalan secara 

efektif dan efisien sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-

undangan.  
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Penelitian sebelumnya  Fifit Purnama (2016) mengemukakan bahwa 

Pengawasan Keuangan Daerah mempunyai pengaruh positif terhadap Kinerja 

Pemerintah Daerah, artinya semakin baik tingkat pengawasan keuangan 

daerah maka akan semakin baik pula kinerja pemerintah daerah. Penelitian 

(Wiguna et al., 2015) menunjukkan Pengawasan Keuangan daerah juga 

berpengaruh terhadap Kinerja Pemerintah Daerah. Penelitian (Benawan et al., 

2018) menunjukan bahwa pengawasan pengelolaan keuangan daerah tidak 

berpengaruh terhadap kinerja, ini artinya masih rendahnya pengawasan 

keuangan pada instansi pemerintah sehingga mengakibatkan buruknya kinerja 

pemerintah daerah. 

Selain pengawasan pengelolaan keuangan, hal yang perlu diperhatikan 

oleh pemerintah daerah dalam meningkatkan kinerja pemerintah daerah 

adalah akuntantabilitas pengelolaan keuangan. Dengan menjalankan azas 

akuntabilitas pengelolaan keuangan, pemerintah diwajibkan untuk 

memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan 

mengungkapkan segala aktivitas atau kegiatan yang menjadi tanggung jawab 

pemerintah kepada masyarakat. Dengan demikian kualitas kinerja pemerintah 

dapat dikatakan baik karena telah memenuhi tanggungjawabnya kepada 

masyarakat. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa Akuntabilitas 

berpengaruh positif terhadap Kinerja Pemerintah Daerah artinya semakin 

tinggi dan akuntabel pengelolaan keuangan daerah maka akan semakin 

meningkat kinerja pemerintah daerah (Asrini, 2017). Berbeda dengan 

penelitian (Jitmau et al., 2017) menunjukkan Akuntabilitas tidak berpengaruh 

signifikan terhadap Kinerja Pemerintah Daerah hal ini dikarenakan bahwa  
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pemerintah gagal dalam menjalankan misi dalam mencapai tujuan dan 

sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya secara periodik, 

pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah tidak dilakukan dengan 

benar oleh pemerintah untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. 

Selain pengawasan keuangan daerah dan akuntabilitas pengelolaan 

keuangan daerah, transparansi pengelolaan keuangan pemerintah daerah 

merupakan hal yang sangat penting diterapkan pada penyelenggaraan 

pemerintahan dalam upaya menciptakan pemerintahan yang bersih, jujur dan 

benar. Pemerintah berkewajiban untuk memberikan informasi keuangan dan 

informasi lainnya untuk dijadikan bahan dalam pengambilan keputusan 

ekonomi, sosial, maupun politik sehingga akan berdampak bagi masyarakat. 

Dengan dilakukannya transparansi tersebut, publik akan memperoleh 

informasi yang aktual dan faktual, sehingga pemerintah dapat dikatakan baik 

apabila masyarakat merasa puas dengan kinerja pemerintah. Penelitian 

(Turalaki et al., 2017) menunjukkan Transparansi berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap Kinerja Pemerintah Daerah, artinya semakin transparan 

pengelolaan keuangan dan pelaporan keuangan maka akan semakin 

meningkat kinerja pemerintah daerah. Berbeda dengan penelitian 

(Nopriansyah et al., 2016) menunjukkan bahwa Transparansi tidak 

berpengaruh terhadap Kinerja. 

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian yang berjudul Pengaruh Pengawasan, Akuntabilitas, dan 

Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah terhadap Kinerja 

Pemerintah Daerah (Studi Empiris OPD di Kota Solok). 
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1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang ada, peneliti merumuskan 

permasalahan sebagai berikut : 

1. Apakah Pengawasan Pengelolaan Keuangan Daerah berpengaruh 

terhadap Kinerja Pemerintah Daerah. 

2. Apakah Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah berpengaruh 

terhadap Kinerja Pemerintah Daerah. 

3. Apakah Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah berpengaruh 

terhadap Kinerja Pemerintah Daerah. 

4. Apakah Pengawasan Pengelolaan Keuangan Daerah, Akuntabilitas 

Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Transparansi Pengelolaan Keuangan 

Daerah berpengaruh secara simultan terhadap Kinerja Pemerintah Daerah. 

1.3. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan Rumusan Masalah, tujuan penelitian adalah untuk 

mengetahui : 

1. Pengaruh Pengawasan Pengelolaan Keuangan Daerah terhadap Kinerja 

Pemerintah Daerah. 

2. Pengaruh Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah terhadap Kinerja 

Pemerintah Daerah. 

3. Pengaruh Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah terhadap Kinerja 

Pemerintah Daerah. 

4. Pengaruh Pengawasan Pengelolaan Keuangan Daerah, Akuntabilitas 

Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Transparansi Pengelolaan Keuangan 

Daerah terhadap Kinerja Pemerintah Daerah. 
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1.4. Manfaat Penelitian 

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, maka penelitian ini diharapkan 

dapat memberikan manfaat bagi semua pihak diantaranya : 

1. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan dalam mendukung 

aparatur pemerintahan terutama aparatur daerah dalam pelaksanaan 

otonomi daerah, khususnya Pengawasan, Akuntabilitas, dan Transparansi 

Pengelolaan Keuangan Daerah terhadap Kinerja Pemerintah Daerah dalam 

rangka meningkatkan Kinerja Pemerintah Daerah. 

2. Diharapkan penelitian ini dapat dijadikan bahan pembanding atau referensi 

untuk peneliti selanjutnya yang berkaitan dengan judul penelitian ini. 

1.5. Sistematika Penulisan 

Penelitian yang dilakukan ini terdiri dari Bab 1 sampai dengan Bab 3, 

dengan sistematika penulisan sebagai berikut : 

BAB I PENDAHULUAN 

Pada bab ini menjelaskan tentang latar belakang, rumusan masalah, 

tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan. 

 BAB II LANDASAN TEORI 

  Pada bab ini menjelaskan tentang landasan teori, penelitian terdahulu, 

kerangka pemikiran serta hipotesis penelitian. 

 

 

 

 BAB III METODE PENELITIAN 



 

8 
 

  Pada bab ini menjelaskan tentang jenis dan sumber data, populasi, 

sampel, metode pengumpulan data, variabel penelitian dan pengukuran 

serta teknik analisis data. 
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BAB V 

PENUTUP 

5.1. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah diuraikan pada 

bab-bab sebelumnya dan pengujian yang dilakukan maka dapat diambil 

kesimpulan sebagai berikut: 

1. Pengawasan Keuangan Daerah berpengaruh signifikan terhadap Kinerja 

Pemerintah Daerah. Hal ini menunjukkan Semakin baik tingkat 

pengawasan dalam pengelolaan Keuangan Daerah akan semakin baik pula 

kinerja pemerintah daerah. 

2. Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah tidak berpengaruh terhadap 

Kinerja Pemerintah Daerah. Hal ini menunjukkan Akuntabilitas tidak 

berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Pemerintah Daerah dikarenakan 

bahwa  pemerintah gagal dalam menjalankan misi dalam mencapai tujuan 

dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya secara periodik, 

pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah tidak dilakukan dengan 

benar oleh pemerintah untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. 

3. Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah berpengaruh signifikan 

terhadap Kinerja Pemerintah Daerah. Hal ini menunjukkan semakin 

transparan pengelolaan keuangan dan pelaporan keuangan maka akan 

semakin meningkat kinerja pemerintah daerah. Dimana dengan adanya 

transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, terjadi 

peningkatan terhadap kinerja karena semua kegiatan, program, 

pengelolaan keuangan dilakukan dengan terbuka dan dipublikasikan. 
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4. Pengawasan, Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan 

Daerah berpengaruh secara simultan terhadap Kinerja Pemerintah Daerah. 

5.2. Saran 

Berdasarkan simpulan dari hasil penelitian diatas saran yang dapat 

diambil adalah sebagai berikut : 

1. Diharapkan bagi pemerintah, khususnya pemerintah Kota Solok agar 

dapat memperhatikan hal-hal yang mendukung meningkatnya kinerja 

pemerintah daerah menjadi lebih baik seperti pengawasan keuangan 

daerah, akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah 

sehingga dapat mewujudkan pemerintahan good governance sebagaimana 

yang dicita-citakan oleh setiap pemerintahan. 

2. Bagi peneliti selanjutnya diharapakan lebih memperluas jangkauan 

penelitian ini dengan lebih menambahkan sampel penelitian serta 

variabel. 
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